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MOTTO 

“… Janganlah Kamu Berduka Cita, Sesungguhnya Allah 

Selalu Bersama Kita…” 

(Qs. At-Taubat : 40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku persembahkan 

untuk : 

 Kedua orangtuaku 

tercinta  

 Adik-adikku 

 Keluarga besar Sya’I 

dan Imron 
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ABSTRAK 

Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” Di Kota 

Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Terhadap Mobil Yang Digunakan 

Pada Saat Latihan 

Dea Zetira 

 Kegiatan kursus mengemudi merupakan kegiatan bimbingan belajar yang 

terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus mengemudi mobil 

dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan memilliki sikap mental yang baik 

dalam berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

tanggunng jawab kursus mengemudi “Paulin” di kota Prabumulih apabila terjadi 

kerusakan mobil dan mengetahui apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam 

perjanjian kursus mengemudi. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian 

ini menggunakan penelitian empiris, yakni menggunakan studi pustaka dan juga 

wawancara. Cara pengolahan data menggabungkan data primer dan sekunder. Hasil 

penelitian yang dilakukan di kursus mengemudi “Paulin”, bahwa pihak yang 

menanggung resiko dalam hal ini terjadi kerusakan mobil adalah pihak pemilik 

kursus. Adapun upaya penyelesaian dalam hal kerusakan mobil menggunakan cara 

memberikan ganti rugi sesuai jenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam memberikan ganti rugi pihak pemilik kursus akan 

menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan. 

Kata Kunci : Perjanjian, Kursus Mengemudi, Tanggung Jawab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat.Banyaknya peluang 

usaha yang muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.Kegiatan 

usaha di bidang pendidikan, sosial, agama, dan jenis usaha di bidang lainnya. 

Kegiatan usaha, baik usaha dalam bentuk barang ataupun jasa, bergerak searah 

dengan kegiatan masyarakat yang terus bertambah dari tahun ke tahun. 

Salah satu kegiatan usaha yang diminati masyarakat saat ini adalah kursus 

mengemudi mobil. Karena banyak dari masyarakat yang mampu dari segi ekonomi 

membeli sebuah mobil, akan tetapi tidak bisa mengendarainya, sehingga muncullah 

usaha yang bergerak di bidang pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri di luar dari pendidikan 

formal yang masuk dalam kategori pendidikan keterampilan yaitu kursus 

mengemudi mobil. 

Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga 

pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, 

serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi 

masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, 

dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 

mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Di Indonesia penyedia kursus jasa kursus-kursus sangat meningkat. 

Kegiatan usaha seperti kursus ini tidak serta merta muncul dan meningkat dengan 

sendirinya di masyarakat, tapi tentunya dengan mengikuti perkembangan 

kebutuhan masyarakat. 

Dari berbagai jenis kursus, ada satu jenis kursus yang menjadi fokus 

perhatian penulis, yaitu kursus mengemudi mobil karena merupakan salah satu Jasa 

kursus yang semakin diminati oleh masyarakat saat ini. Masyarakat sebagai 

pengguna jasa dapat dengan instan dan mudah untuk tahu bagaimana cara 

mengemudikan mobil yang tentunya didampingi oleh tenaga pengajar yang disebut 

instruktur.   

Kegiatan kursus mengemudi mobil merupakan kegiatan bimbingan belajar 

yang terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus 

mengemudi mobil dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan memiliki sikap 

mental yang baik dalam berlalu lintas. Dalam kegiatan pemberian layanan kursus 

mengemudi, tentunya telah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, yang diawali dengan pendaftaran yang harus dilakukan sebelum 

memulai pelatihan sebagai pengguna jasa kursus mengemudi. 

Mobil merupakan salah satu kendaraan untuk melengkapi kebutuhan 

sekunder.Perkembangan mobil saat ini menjadi suatu perhatian yang khusus, 

karena semakin meningkatnya intensitas penggunaan di masyarakat serta tingkat 

kemajuan suatu Negara menjadi sebuah alasan untuk berkembang dan memberikan 
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seseorang untuk dapat mengemudikan mobil yang sangat maju dalam dunia 

kita.Saat ini, kemampuan mengemudikan kendaraan (dalam hal ini mobil), maka 

seringkali diperlukan bahkan tekadang menjadi prasyarat untuk mendapatkan 

pekerjaan. Jika seseorang bisa mengendarai mobil, maka seseorang mempunyai 

nilai plus. 

Kursus mengemudi yang biasa dikenal Driving Course ini adalah suatu 

penyedia layanan jasa untuk melatih dan memberikan rasa nyaman kepada 

konsumen dalam pelayanan dan jasa yang sangat berguna ketika mengikuti kursus 

mengemudi mobil. 

Mengingat banyaknya perusahan kursus mengemudi mobil di Kota 

Prabumulih, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum pada kursus 

mengemudi mobil Paulin yang berbentuk individu (seseorang).Kursus mengemudi 

paulin ini terletak di wilayah Kota Prabumulih.Kursus mengemudi ini merupakan 

salah satu kursus mengemudi yang paling dipercaya masyarakat dan sudah ada dari 

tahun 2008. 

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) 

mengatur bahwa: 

(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang 
mendapat izin dan terakeditasi dari Pemerintah. 

(2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan 
oleh Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang 
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ditetapkan oleh Mentri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Agreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya Pasal 79 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur 

bahwa: 

(1) Setiap calon pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian 
praktik mengemudi di jalan wajib didampingi instruktur atau penguji. 

(2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab atas pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat 
calon pengemudi belajar atau menjalani ujian. 

Dari penjelasan pasal di atas dapat dilihat bahwa yang bertanggung jawab 

atas pelanggaran dan atau kecelakaan pada saat pelaksanaan kursus mengemudi 

mobil adalah instruktur, dalam hal ini adapun yang dimaksud dengan calon 

pengemudi adalah penggun jasa atau konsumen dari tempat penyedia jasa kursus 

mengemudi mobil, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa: 

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 

makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yang dalam hal ini adalah 

penyedia jasa kursus mengemudi mobil, Pasal 1 angka 3 UUPK mengatur bahwa: 

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Di dalam kursus mengemudi pastinya ada perjanjian atau kesepakatan 

sebelum melakukan pelatihan mengemudi. Seperti bagaimana jika terjadi 

kecelakaan ataupun kerusakan saat proses pelatihan berlangsung. Di Kota 

Prabumulih, tempat kursus mengemudi memiliki suatu perjanjian sebelum 

melakukan pelatihan. Dimana setiap perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

harus sesuai dengan panduan dan Undang-Undang.Syarat pertama sahnya suatu 

kontrak perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak.Kesepakatan ini diatur 

dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dengan sepakat atau juga dinamakan 

perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus 

bersepakat, setuju atau sama kata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang 

diadakan itu.1 

Adapun yang dimaksud dengan perikatan yaitu “Perikatan ialah suatu 

perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang 

satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi 

kewajiban itu”.2 

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko.Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

 
1 H. Zaeni Ashyadie, dkk, 2020, pokok-pokok hukum perdata, Mataram, hlm.205 
2Hartono Hadisoeprapto, 1984, Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan, 

Liberaty, Yogyakarta, hal 28. 
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pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) yang 

dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liability).3 

Semakin berkembangnya usaha kursus mengemudi yang ada di Kota 

Prabumulih membuat para penyedia jasa layanan kursus mengemudi di Kota 

Prabumulih semakin memperhatikan dan meningkatkan kualitasnya baik kualitas 

mobil yang dipakai saat pelatihan maupun kualitas instrukturnya agar dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman pada saat kursus mengemudi. Berdasarkan 

uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Tanggung Jawab Perdata Kursus Mengemudi Mobil “Paulin” Di 

Kota Prabumulih Apabila Terjadi Kerusakan Terhadap Mobil Yang Di 

Gunakan Pada Saat Latihan”. 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalahan 

 
3Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, hlm. 49. 
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Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis menentukan rumusan masalah 

yang akan di teliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggung jawab kursus mengemudi di Kota Prabumulih apabila 

terjadi kerusakan mobil? 

2. Apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kursus mengemudi 

mobil di Kota Prabumulih? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini akan dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap tanggung jawab perdata kursus mengemudi mobil di Kota 

Prabumulih apabila terjadi kerusakan terhadap mobil yang di gunakan 

pada saat latihan. 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

a. Mengetahui tanggung jawab kursus mengemudi di Kota Prabumulih 

apabila terjadi kerusakan mobil. 

b. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kursus 

mengemudi mobil di Kota Prabumulih. 

D. Kerangka Konseptual  

1. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab 

akibat perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatigedaad) dan tanggung 

jawab akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi). 
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2. Kursus mengemudi mobil merupakan bimbingan belajar yang terkait 

keterampilan mengemudi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

cara mengemudi mobil kepada pengguna jasa kursus. 

Kegiatan kursus mengemudi mobil merupakan kegiatan bimbingan belajar 

yang terkait akan keterampilan mengemudikan mobil yang bertujuan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pengguna jasa kursus 

mengemudi mobil dalam berlalu lintas agar terampil, disiplin, dan 

memiliki sikap mental yang baik dalam berlalu lintas.4 

3. Kerusakan mobil pada saat latihan biasanya terjadi kecelakaan karena 

minimnya pengalaman dalam mengemudi mobil. Kecelakaan pada saat 

latihan seperti kecelakaan kecil dan bisa saja menabrak pengguna jalan 

lain.  

4. Lama latihan membawa mobil berdasarkan keputusan menteri 

perhubungan No. 36 tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi 

Kendaraan Bermotor, Pasal 13 ayat 1, jumlah jam pelajaran seseorang 

mengemudi kendaraan bermotor paling sedikit adalah 80 jam.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif, karena 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang tanggung jawab 

hukum perdata kursus mengemudi mobil di Kota Prabumulih. 

 
4Dyah Merry Ani dkk, “Tanggungjawab Penyedia Layanan Kursus Mengemudi Mobil 

Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum 
(diakses pada september 2021) 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum
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2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini : 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber pertanyaan.5 Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber 

dara primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara.  

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer.Bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli 

maupun peneliti terlebih dahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam 

skripsi ini. 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer digunakan teknik wawancara dengan penyedia jasa layanan kursus 

mengemudi di Kota Prabumulih.Dan studi keputakaan untuk memperoleh data 

sekunder. 

b. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sebagai berikut: 

a. Melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Mengkaji peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan hukum lainnya  

 
5Suryo Subroto, 2003, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta:PN Rineka Cipta) 

hlm.39 
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yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai upaya mendapatkan data 

sekunder dalam skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Mengunjungi tempat kursus mengemudi yang berlokasi di Kota Prabumulih 

untuk mewawancarai beberapa pihak-pihak yang mengikuti kursus 

mengemudi. 

c. Lokasi Penelitian di Kota Prabumulih.  

c. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan 

antara penelitian kepustakaan dengan hasil wawancara yang kemudian diolah 

dan disusun untuk mendukung penelitian mencapai tujuan yang digunakan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sisematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, 

kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tanggung jawab, pengertian kursus mengemudi mobil dan 

pengertian perjanjian. 

BAB III PEMBAHASAN 

Menggambarkan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan 

pembahasan sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat secara 

rinci dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap 

berikutnya sebagian dari proses penelitian. 

BAB IV PENUTUP 

Bagian dari pembahasan skripsi yang diformat kesimpulan dan saran. 
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